WALIKOTA JAMEBI
PROVINSI JAMEI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR ¢/ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG ANGUOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMEBI,

. bahwa schubunpen dengan perkembangan vang Lidak

sesual dengan asumst kebijjakan umum Angearan
Pendapatan dan Belanja Deerah (APBD), keadsan vang
menyebablean pergeseran antar unil organisast, antar
kepiatan  dan anlar jenis  belanja, keadaan vang
menyebablan sisa lebih lmhun angeparan sebelumnys
harus digunakan unwuk pembiavaan dalam tahun
anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubshan
APED Tahun Anpgaran 2023,

. babwa berdasarkan portimbangan' schagsamans

dimmaksud huraf a, perlu menetapkan Peraturan
Dacrah tentang Porubshan atas Peraturan Dacrab
Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2022 {entang Angparan
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun
Anggaran 2023;

babwa  berdesarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul g dan hora! B, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah  tentapng Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dasrah Eota Jambi Tahun
Anggaran 2023

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembenliakan Deaerah (Monom Kotao Besar dalam
Lingkungan Daerah  Provinsi Sumatera Tengah
iLembaran Megara Republik Indonesia Tahun 125G
MNomeor 20);

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuanpan  Negara  (lembaran Negara Republik
Indenesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 43256];

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembeardan
Megara Republik Indonesia Nomor 4353);

. Undang-Undang Nomor 25 Tabhun 2004 teontang

21stoim Porencanaan Pembanpgunan Nasiomal
fLembaran NMegars Hepublik Indonesia Tabman 2000
Momor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 44210);

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id



10,

1L

12,

13,

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Mepgara Repullik Indonesia Namar 5387)
sehagaimana  telah diobah beberapa kali terakhic
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Nepara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tabhun 2000 lenlang
Keduduksan Koeusngan Kepala Daerah dan Wakil
epala Dacrah [Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahen Lembaran Negara
Eepublik Trdnnesia Normor 4025);

Undeng-Undang Nomar 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintab
Daerah [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambwhan Lembaran Negara Republik
Indimesia Nomor 6737,

. Peraluran Pemerintah Nomor 23 Talhuan 2005 icntang

Pengelolaar  Keuvangan Badan Layanan  Umwm
sebagnimana telah  diubaeh  dengan Peraturan
Pemerintah Republblk Indonesia nomor 74 Tahun 2012
tentang Peruhahan Peraturan Pemennlab Nomor 23
Talnan 2005 tenlang Pengelelaan Keuangan Badan
Layanan Umum [Lembarsn Negara Republile Indonesia
Tabun 2012 Nomeor 171, Tarntmhan Lembaran hegara
Repuhblik Indencsia Nomoer 5340);

. Peromuran Pemerintah Nomo: 55 Tabhnan 2005 Tentang

Dana  Permbangan [Lembaran  Negara  Eepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 43575
Peraturan MPomerinteh Nemer 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penvelenggarasn Pemerintah Dacrah kepada
Pemnerintah, Laporan Kelerangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepadn Dewan Perwakilan Ralkyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelengaaraan
Permnerintaly Doaerah Kepads Masvarakat (Lembaran
Newara Republilk Indonesia Talnn 2007 Nemor 19,
Tambahan Tembaran Negarsn Republik [ndonesia
Neomer 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 teniang
Siandar Almuntensi Pemerinlahan [Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2010 Nomaor 133
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Motmor 5163},

Peraturan Pemerinmh Nomor 12 Tahun 2017 tenteng
Pembinaan ¢an  lengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah  Thaerah  (Lemberan  Negara  RHepublik
Indonesia  Tahun 2017 Komor 73, Teambaohan
Lembaran Negara Republik Indonesia noaner G049 1),
Peraturan Pemerintoh Nomor 18 Tuhun 2017 tentang
Hale Keuanpan dan Adminisirasi Pimpinan  dan
Anggnta Dewan Perwakilan Rekyac Dacrah {Lembaran
Negpra Eepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 0fs);
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15,

16.
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18,

15,

20}

23

24,

Peraturan Pemerintsh Nomor 12 Tahun 2019 lentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Hepublik Indeonesia Nomor 33
Tahun 2020 Tenrtang Standar Harpa Satian Eepional
[Lembaran Mepara Hepuhlik Indonesis Tahon 2020
Nommor 37);

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 wenlang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Angparan 2022 (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2022 Nomor 2 15);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Ewvaluasi Eancangan
Peraturan daerah tentang Angeparan Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Repala
Dacrah tentang Penjabaran Angparan Pendapatan dan
Belanja Daerah schagaimans telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 36 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menten
Dalam Negeri Nommor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cars
Evaluns: Rencanpan  Peraturan Daerah tentEng
Anggaran Pendapatan dan Belanjg  Dacrabe dan
Rancangan [eraturan Kepala Dacralh  tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tasrah
[Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor
H45);

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 532 Tahun
2012 Tentang Pedoman  Pengelolaan  investasi
Pemcrintah Daernh (Berila Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 734);

Peraturan hMenteri dalam Negeri Nomer ©2 tabnan 2017
tentang  Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Dasrah serta Pelalksanasn dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional {berita negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 70 Tabhun
2019 Tentang Sisiem Informasi Pemerintahan Dasrah
(Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2020 Noemer
1114),

. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

20119 Tentang Klasifikasi, Kodehkasi dan Nomenlcdatur
Perencanaan Pembanpgunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negars Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1447);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Diacrah {Berita Negara Republik Tndonesia Tahun 2020
Nomuor 1781);

Peraturan Menteri Dalam MNeperi Nomor 89 Tahun
A tcntangs Praeforrianre p-E'L'!L}"LI-E-‘..lI‘.LE.‘I’l Angenaridn
pendapatan dan Belanje Deerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);

Peraturan Dacrah Eola Jambi Nomor 14 Tahun 2016
tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
jLembaran Daerah Kota Jambi Tabun 2016 Nomor 14);
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Dengan Persetujuan Fersama

DEWAN PERWAKILAN RAEYAT DAERAH
KO A AMBT

Dan
WALIKOTA JAMEI

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : PERUBAHNAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG ANGUOARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pazal 1

Dalam peraturan dacrah mi vang dimaksud denpan !

1. Keuanpan Daerah adalah sermus hak dan kewajiben Daerah
dalam ranglka penyvelenggaraan Pemerintahan Daengh vang
dapat dinilai dengan uang serta bentuk kelkayaan vang
dapat dijadikan milik Dacrah berhubungan dengan hak dan
kewajiban Dacrah tersebut;

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adulah keseluruhan keegiatan
vang meliputl perencanasn, penganggaran, pclaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, perlanggungjawaban  dan
pengawasan Keuangan Daerah;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjuinya
disingkat APBD adalah rencana keusngan tahunan Dacrah
vang ditetapka Perkada;

4. Pencrimasn Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah;

5. Pengeluaran Dacrah adalah uang vang keluar dari ltas
Daerah;

6, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
schagal penambah nilai kekayaan bersih dalam perode
lzhun anggaran berkenaan;

=

Dane Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada Dacrah untuk dipunakan sesuei dengan
kewenengan Daerah guna mendanal kebutuhan Dacrah
dalam rangka pelaksanasn deseniralizasi

8 Dana Transfer Khusus adalall dana yvang dialokasikan
dalatn  APBN  kepada Dacrsh dengan  tujuan  untuk
mermbantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun
non [sik vang merupakan urnsan Daerah;

. Dana Ragi Hasil vang selanjulnya dismpkal DBH adalah
dana wang bersumber dari pendapatan APBN  yang
dialokasikan  dengan  tujuan  pemeralaan KETATIEWEN
keuangan sntar-dacrabh  untuls  mendanai Kebuluhan
Diacrah dalam rangka pelalksanasan Desentralisasi;

10, Belanja Daerah adalah  semua  kewajiban  Pemerintah
Dasrah yang diakui sebagal pongurang nilal kekavaan
persih dalam periode lehun anggaran berkenaan;

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id



11. Pembiayazan acdalah setiap penerima vang perlu dibayar
kembali danfaian pengelaaran yang akan diterima kembali,
baik pada lahun anggaran berkenaan maupuan pada tahuan-
Lahiun angearan berikuinyea,

12, Pinjaman  Damerabh adalah semua iransaksi  vang
mengakibatkan Daerab menerima  sejumlah wvang ataun
menerima manfaal vang bernilai uang dari pihalk lain
sehingga Daerah tersebut dibebam kewajiban untulk
membayvar kembali,

Pagal 2

Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula
Eol.744.524.257.07 5.~ berlambah sehesar Rp 94.398.750.455,- schingga
menjadi Rpl 838.953.007.5333,- dengan rincian sebagai beriiut :

1. Pendapatan Daerahy;
a) Scmuala Rp 1.692.554.357.075,-
b} Bertambah Ep 35.356.007 541 -
- Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubaha Rp 1.730.910.264 966,-

2. Belanja Daerah;
&l Semula Ep 1.744.504.237.075,-
k] Bertamtmsh Ep 94 3987 428, -
Jumlah Belanja Daerah sctelah perubahan Ep 1.836.%953.007.533,

3. Pembiavasn Daerah;
1| Penerimaan Pembiayaan;

a) Semula Rp  132.000.000.000,-

] Bertamlbah Bp 26,043 . 743,567 -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp 188.043.742.567,-

Perubahan

2] Pengeluaran Pembiayaan;

a) Scola Rp H0.000,000.000, -

b) Bertambah/ (berkarang| T4 g, -

Jumlah Pengelusran Pembiayaan setelah

Perubahan Rp 80,000, O .00,
Jumlah Pembiayaan nclo setelah perubahan Rp 108.042.742.567 -
Siza lebih Pembiayaan anggaran selelah Hy 00~

Perubabian
Paszal 3
Angparan Pencapatan Daerah scbagaimana dimalkesud dalarn Pasal 4,
bersumnber darl
a) Pendapatan Asli Dacrah;

1] HBemula Eop 315.337.0970,959 -
2] Bertambah Ep 25. 750,000,000 .-
Jumlah Perndapatan Asli Dasrah selelah En 541.087.970.959 -
Perubahan

L) Pendapatan Tramsler,
1) Scmula Bp 1.177.216.286.106,-
21 Bertambah R 12.606.007.89] -

Jumlah Pendapatan Transler setelah perubsahan Rp  1.189.822.2%93.997,
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v) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sab;

1| Semula Ep 0, -
2| Rertambah/ [herluarang) Ep Qo.-
Jumlah lain-lain Pendapalan Daerabh vang sah Hp a0,-

Sctelah perubahan

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daersh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari :
d, Pajak Dacrat;

1} Semula Ry 355.000.000.000,-

2} Berrambah Ep 15 000 GO0 (OHD -

Jumnlah Pajak Daerah setelah perubaban Rp 370000000004,
b. Retribus dacrabs;

1) Sermula Rp afy 226 3200400, -

2 RBeriambah Hp TR D0 S0, -

Jumlsh Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 56.976.320.000 -
¢. Hasil Pengelolaan Keleavaan Daesrah vang di pisabkan;

1) Semula Ep 10000, Q00,030 -
2) Bertambah/(berkurang) Rp L),
Jumnlah hasil pengelolaan kekavaan daerah  Rp 10000, 000,000, -

selelah peruobahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,;
1] Bemula Ep 94.111.650.969, -
2] Bertambuh Ep 10.000.000.000, -
Jumlah lain-luin pendapatan asli Dasrah Ep 104,111.650,969, -
Yang sah setelah perubahan

(2] Pendapatan transfer sebagaimans dimaksud dalam Pasal 3 haruf b,
bersumber dari ;
a. 'I'ransafer Pemerinitah Pusat

1} Bemula Rp 1.032,564.721.000,-
2] Berkurang Ho 6,658, 242,454,
Jumlah transfer pemerintah pusat setelab Rp  1.023.200.478.547 -
Perubahan
b. Tranafer Antar Dacrah

1} Semula Rp 144.651.565.106,-
21 Rerlambah Ep 19. 264 250,544 -
Jumlah transfer antar dacrah sewclah Rp 163.915.815.430,-

Perulhahan

(3) Lain lain Pendapatan Dacrah yang sah schagaimana dimaksud dalan
Pasal 3 huarul b, hersumber dar ;
a. Pendapalan hibah

1) Semuls Rp Qi,-

2] Bertambah/{berkurzng) Rp G0,

Jumlah hibah sciclah perubahan o (43,
Fasal 5

Angparan belanja dasrsh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri aras |
a. Belanja Operasi ;

1} Semula Rp 1.296.4 4_8.:-:*:63.5?8,—
2} Bertambmh Rp ?3.1&%,'{:14.53(2'::_
Jumlah belanja operasi seielah Perubahan Rp Ll.3869.616,783.258,-
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. Belanja Modal ;

1] Sernula Ep 437.295.85%.116,-
2] Bertambah En 23.360,343.645,-
Jumlah belanja modal sctalah perubahan Ep  460.656.202.761,-
c. Belmyga Tidak Terdugs ;
1] Semula Ep 10.810.129.381,-
2| Bertambah Ep 2. 130.107.367 -
Juimlah belanja tidak terduga setelah Ep 5.680,021.514,-
Perubahsan
Pasal &

(1) Belanja Operas! sebagaimana dimalisud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri
atas :
a, Belanja Pegawal
1} Senmila Rp G95,522,742.692 -
2} Bertambah Rp a2 19,793, 73] .-
Jumlah belanja pegawai sctelab perubahan Rp 0993425326423 -

L. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp 2337.813.005.876,-
@) Boriambsah Ep 7 911 034 1264
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Ep 605,734 040 00%, -
Peorubahan

c. Belanja Bunga

1) Semula Rp o, 000 CHOC (G,

2} Berkurang R 4. Q00 CHOC (00,

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 1,000, GO0 GO0, -
d. Belanja Subsidi

1] Semula Ep 22 .400,000,-

2] RBertambah Ep 1.119.800.000,-

Juenlah belanja subsidi setelah perubahoan Hp 1.642.200.000,-
e, Belanja Hibah

1) Semula Rp 52.604 .066.510,-

2) Bertambah Ep 3.145.932.320,-

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Ep 35.7449.998.830,-

f. Belania Baniuan Sosial

1] Semula Rp 4, 686.053.500,-
2] Bertambah Ep 1471 954 500.-
Jumlzh belanja bantuan sosial setelabh Ep A 15R.008 000, -
Perubahan

(2] Relanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdin aias .
a, Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp T.220,000,058 -
2] Berlurang Rp 892,388,415, -
Jurlah belanja modal tanah setelah Hp £.327.611.643,-
Peruhahan
b, Belanja Maodal Peralatan dan Mesin
1} Semula Rp 105,807, 102,508 -
2) Bertambah Rp 10.774.073,05%9.-
Jumlah belznja modal peralatan setelabh Rp 116.581,175.567 -
Perubmhban
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¢, Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1} Serrmala Rp 185.067.60%9 227 -
2} Bertambah Ep 2.219.759.008 -
Jumlah belanja medal Gedung dan R 187,287 . 458.235,-

Banpunan setelah perubahan

d. Belanja maodal jalan, jaringan, dan irigasi
1) Semula Rp 127 480 807 .052 -
2) Bertambah Ep 8.799.291.243.-
Jumlah belanja maodal jalan, jaringan, dan  Rp 136.280.098.295,
[riga= selelah perubaban

c. Brlanja Modal Aset Tetap lainnva

1) Semula Rp 11.720.250.271,-
2) Bertambah Rp 2450 G0E. TS0, -
Jumlah belanja modal aset tetap lainnva Rp 14 179 859.021,-

selelah perubahan

(3} Belanja tdak terduga schagaimana dimaksud dalam pasal 5 haral o,
rerdiri atas belanja tidak erduga, vailu

1] Bemula Ep 16,810,139 381 ,-

2] Berkurang En 2 130107 867 -

Jumlah belanja tidak terdupga seilelah perubahenBEp H.OB(L021.514,
Pasal 7

Angpgaran pembiayasn dacrah schapaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
AlHs :

a. Penenimaan Pernbnayaan

1} demula Rp  132.000.000.000,-
) Bertambah Hp 26,042, 742,567 .-
Jumlah pencrimaan pembiayaan setelah Ep 188.042.742.567 .-

Perubahan

b, Pengeluaran Pemblavaan

1) Sermuls Rp B0.000.000.000, -

2) Bertambah/{perkurany) Ep _ 00.-

Jumlzah penerimaan pinjaman daerah Ep. B0.000_000.000.-

setelah perubaban Ep. 20000000, 000,-
Fosal 8

(1} Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimeksud dalam Pasal 7 huaruf a,
lerdirl atas :
4. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1} Semula Rp 132,000, 000000 -
2 Berteznbah Rp B6.0432,.742 567 .-
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun Bp 188.042.742,567 -
sebehimnya setelah perubahan

b. Pcnerimasn pinjaman cacrah

1} Sumuala R 0D,
2} Bertambah/(berkurang) Rp Q0.-
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Ep Q0,-
pcrubahan

(2) Pengeluaran pernbiayaan schagaimana dimalksud dulam Pasal 7 huraf b,
rerdirl atas :
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a. Penvertaan modal daerah

1] Semula Ep 10.000.000.000,-

2] Bertambah/[kerluarang) Hp O, -
Jumlsh penvertaan modal daerah selelah R 10.000.000,000, -
perubabhan

L. Pembavaran Cicilan Pokek Urtang yang Jatuh Tempa
1] SBermula Ep F0.000.000,000 -
2] Bertambah, (berkurang) Hp i,
Jumlah penvortaan modal dasrah setelah Ep F0.000,000,000, -
pertbahan

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan
pernturan Kepala Daerah, Pemerintah Dacrah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarennya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu vang ditctapkan dalam peratwran dacrah ind, yang
selanjutnya dimasukkan dalam Porubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kotz Jambi Talhan Anggaran 2023,

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat [2] melipuls:
a, Nencana alam, bencana non-alam, bencans sesial dan/atau kejadian
huar tHasa;
h. Pelaksanaan operasi peacarian dan pertolongan; danfatau
. Kerasakan sarana/prasarana  yang dapat mengganggu  kegidalan
pelavanan publix.

(3] Keperluan mendesale sebagaimana dimaksud pada myal (1) melipnai:

s, Kebutuhan daerah dalam rongka Pelavanan Dasar masyscakat yaog
angearannya belum tersedia salsan talion anggaran berjalan,

b, Belanja dacrah vang bersifat menpilont dan belanja yang bersilat wajity,

1. Pengeluaran dacrah vang herada diluar kendali Pemerintsh Dacran dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, scrta amanal peraturan
perundang-undangan; dan/atan

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugion yang lebih  Desar bagl FPemerintah  Daerah dan/atau
masyarkat.

Pasal 10

Uradan lehih lanjur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimuna
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Jambi ini terdirt darn:

1. Leimmpiran 1 Ringkasan Perubahan APBD vang diklazifikasi menurut
Kelempok dan jenis Pendapalan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiam IT  Ringkasan Perubahan APBD yang diklasilikasi menurut
Lrusan Pemennilahan Daerah dan Organisasi,

3. Lampiran Il Rincian Perubahan APRDY menrat Urisan F’-:n'.-::rfnm}m_ﬂ
Dacrah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub RKegialan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanjs, den Pemblavaan,

4. Lampiran I¥  Rekapilulasi Perubahan Belanja Daerah Menurat Urusan
Pemerintah Dacrah, Organisasi, Program, Keogiatan, Beserts
Hasil dan Sub Eegistan Beserta Keluaran;
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2. Lampiran ¥V Rekapitulasi Perabahean Belanja Daerah Untulk Keselarazan
dan Keterpaduan Urasan Pemerititah Daerah dan Fungsi
Dalam Eeranglka Pengelolaan KEeuangan Negara,

&, Lampiran VI Rekapitulasi Perubabhan Belanja Untak Pemenuhan SPA;

=

Lampiran VIL Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan AFPBL;

H. Lampiran VII1 Srkronisasi Progrom, Kegiatan, Sub Kegiaton pada Perubahon
RKFD dan Perubahan 1'1PAS dengan Bancangan Pocrabahan
APBLY

. Lampiran [X  Dafrar Perubahan Jumlah Pegawal Per Golongan dan Per
Jabatan:

10, Lampiran X Laporan Kevangan Pemerintah Daerah vang relah ditetapkan
Denpan Peraturan Daerah; dan

11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Dacrab.

Pagal 11

Walikets Jambl menetapkan pereluran lenlang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanjs Duaerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
AFBIL,

Pa=al 12

Feraturan daerah ini mulai berlakue pada tanggal dinndanslean.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriniahkan penpundangan Peraturan
Walikota Jamb! dengan penempatannys dalam berita daerah,

Dilelapkan diJambi
Pada tanggal, *{ Beptember 2023

WALIKOTA JAMEI,

SYARILF FASHA

Diundangkan di Jamin
Pada tanpgal, ¢ Seprember 20043

SEKRETARIS DAERAH HKOTA JANEI,

A. RIDWAN
LEMBARAN DARRATT KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR
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